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Abstract. Technological developments and globalization have had a significant impact on civic education, so 

education policies need to be updated to be in line with the needs of modern society. This research aims to examine 

in depth the concepts, meanings, strategies, and insights of civic education in higher education through a 

philosophical approach to the Preamble to the 1945 Constitution in the context of the 21st century. The research 

was conducted using a descriptive method that utilizes observation, documentation, and literature studies that are 

comprehensively analyzed. The results of the study show that civic education based on a philosophical study of 

the Preamble to the 1945 Constitution can increase students' understanding of civic values in the context of 

contemporary Indonesia. This education is also a means of strengthening students' understanding of Pancasila 

and the 1945 Constitution as the basis of the state, with an emphasis on democracy, human rights, diversity, and 

national unity. In addition, this approach also underscores the importance of real practices, such as student 

participation in social and political activities, and the development of communication and leadership skills. 
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Abstrak. Perkembangan teknologi dan globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan 

kewarganegaraan, sehingga kebijakan pendidikan perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan masyarakat 

modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, makna, strategi, serta wawasan 

pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui pendekatan filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945 

dalam konteks abad ke-21. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif yang memanfaatkan observasi, 

dokumentasi, dan studi literatur yang dianalisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan berbasis kajian filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945 mampu meningkatkan 

pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks Indonesia kontemporer. Pendidikan 

ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar 

negara, dengan penekanan pada demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman, dan persatuan bangsa. Selain itu, 

pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya praktik nyata, seperti partisipasi mahasiswa dalam kegiatan 

sosial, politik, dan pengembangan keterampilan komunikasi serta kepemimpinan.  

 

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendekatan Filosofis, Perguruan Tinggi, Mahasiswa 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memegang peran penting dalam membangun 

karakter dan sikap warga negara yang bertanggung jawab (Prasetyo dkk., 2023). Melalui PKn, 

maka individu diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, 

yang menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan demokratis. Namun, 

kenyataannya, banyak perguruan tinggi di Indonesia belum memberikan perhatian yang 

memadai terhadap integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka. Hal ini 

yang menimbulkan kekhawatiran karena pendidikan kewarganegaraan yang tidak terkelola 
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dengan baik dapat menghambat pembentukan karakter-karakter bangsa yang baik dan 

berkualitas (Rudy Widyatama dkk., 2024). 

Salah satu dari tantangan utama dalam implementasi PKn adalah ketidaksesuaian antara 

kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang kurang adaptif terhadap 

perkembangan zaman membuat pendidikan kewarganegaraan yang masih kurang relevan 

dengan tantangan global maupun kebutuhan lokal. Selain itu, kemajuan teknologi dan 

globalisasi yang semakin memperumit dinamika ini, sehingga diperlukan pendekatan-

pendekatan yang inovatif dan strategis dalam rangka untuk penyelenggaraan pendidikan 

kewarganegaraan. Tantangan lainnya yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, baik 

dari segi tenaga pengajar maupun staf administrasi, yang sering kali memengaruhi efektivitas 

dari proses penyelenggaraan PKn (Setiasih dkk., 2024). Akses pendidikan yang terbatas bagi 

sebagian masyarakat juga menjadi hambatan serius. 

Menyadari pentingnya peran PKn, perguruan tinggi perlu menjadikannya sebagai 

bagian integral dari kurikulum untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan sosial, 

politik, dan ekonomi di era modern (Zufar dkk., 2023). Kajian mendalam dan strategi 

implementasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan ini. Dengan 

pendekatan yang tepat, maka pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dapat memperkuat 

sistem demokrasi negara dan mendorong persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga untuk 

mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan 

bertanggung jawab di abad ke-21 (Samidi dkk., 2020). 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki landasan teoritis yang kuat, 

yang berasal dari berbagai konsep dan pendekatan pendidikan. Beberapa teori utama yang 

menjadi dasar kajian ini meliputi: 

Teori Pendidikan Kewarganegaraan 

Teori ini yang menekankan pentingnya membentuk warga negara yang memahami dan 

menghargai nilai-nilai dasar negara. Pendidikan kewarganegaraan yang mana bertujuan 

membangun karakter warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan juga mampu 

berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat (Azzahra dkk., 2024). 

Teori Demokrasi 

Teori ini yang menggarisbawahi peran pendidikan dalam memperkuat partisipasi warga 

negara dalam proses demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang mana bertujuan untuk 
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menanamkan nilai-nilai dari demokrasi, termasuk penghormatan terhadap perbedaan pendapat 

dan keberagaman (Khatimah dkk., 2024). 

Teori Kritis 

Teori ini yang mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam 

menganalisis masyarakat, pemerintahan, dan kebijakan. Pendekatan ini yang membantu 

mahasiswa memahami struktur sosial dan struktur ekonomi yang dapat memengaruhi 

kehidupan mereka (Wulandari dkk., 2022). 

Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 

Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan utama dalam 

pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan 

sosial, dan demokrasi. Kajian filosofis ini membantu mahasiswa memahami historis dan 

ideologis Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila (Pahlevi, 2016). 

Keterampilan Abad ke-21 

Keterampilan berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, dan juga literasi teknologi 

menjadi aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan modern. Mahasiswa perlu 

dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global, baik dalam konteks lokal maupun 

internasional (Redhana, 2019). 

Kajian ini mengintegrasikan teori dan konsep di atas untuk merancang strategi 

pendidikan kewarganegaraan yang relevan, inovatif, dan aplikatif bagi mahasiswa perguruan 

tinggi di era globalisasi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, dan juga perilaku individu, kelompok, atau 

organisasi yang diamati dalam konteks tertentu (Widyatama dkk., 2024). Pendekatan ini yang 

memungkinkan pemahaman yang holistik dan lebih mendalam terhadap suatu 

fenomena/peristiwa. Untuk mendukung penelitian ini, beberapa metode diterapkan, termasuk 

analisis dokumen, studi literatur, observasi, dan studi kasus. Analisis dokumen ini yang 

melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kebijakan pemerintah, 

dan dokumen lain relevan dengan pendidikan kewarganegaraan. Studi literatur ini yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari pakar atau sumber terpercaya, seperti buku tokoh 

masyarakat, regulasi pemerintah, serta pengalaman mahasiswa dalam konteks pendidikan 

kewarganegaraan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik 

pengajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk mengevaluasi efektivitasnya. 
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Sementara itu, untuk studi kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap praktik 

pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tertentu, dengan menggunakan kasus spesifik 

sebagai bahan penelitian. Pendekatan ini yang memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi 

berbagai aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif dan relevan dengan 

tujuan penelitian. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui kajian filosofis yang 

bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban 

sebagai warga negara Indonesia dan memfokuskan pengetahuan tentang konstitusi dan sistem 

pemerintahan di Indonesia yang diatur pada UUD 1945. Tujuan yang lainnya adalah untuk 

mencerdaskan mahasiswa agar menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan hak dan kewajiban yang ia miliki. Pengenalan nilai-nilai dasar Pancasila dalam 

PPKn berguna untuk membentuk karakter dan moral mahasiswa sebagai penerus bangsa yang 

berintegritas, bermartabat, dan menghargai keberagaman sosial (Wayan dkk., 2024). Selain hal 

tersebut, kajian filosofis dalam PPKn juga bertujuan untuk memberikan kemampuan analitis, 

memperdalam pemahaman mahasiswa tentang filosofi dasar dan nilai-nilai Pancasila sebagai 

landasan utama bangsa Indonesia. Dengan demikian, PPKn di perguruan tinggi yang mana 

diharapkan dapat melahirkan generasi muda cerdas, berwawasan luas, dan berkarakter untuk 

dapat membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik (Nasozaro, 2019). 

Selain itu, pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di perguruan 

tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang aktif dan 

terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui program ini, diharapkan 

mahasiswa dapat memahami penyelenggaraan sistem politik dan proses pemerintahan 

Indonesia, serta berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan masyarakat secara 

keseluruhan. PPKn juga berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis 

di kalangan mahasiswa (Adnin dkk., 2023). Dengan mendalami nilai-nilai filosofis yang 

mendasari negara, maka mereka diharapkan mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi 

berbagai masalah sosial yang perlu diatasi oleh negara dan juga masyarakat. Di tengah era 

globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendekatan PPKn yang inovatif dan kreatif 

juga menjadi hal yang penting. Salah satu dari strategi yang diterapkan adalah dengan 

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran PPKn, agar 

proses belajar menjadi menarik dan memberikan pengalaman yang interaktif serta berkesan 

bagi mahasiswa. Untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi masa depan yang semakin 
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kompleks, PPKn di perguruan tidak hanya menyiapkan pengetahuan dan wawasan. Program 

ini melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan inisiatif dari masyarakat, dengan tujuan 

meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya membangun bangsa dan 

negara. Program ini memberikan pengaruh dalam membentuk warga negara yang berkarakter 

Pancasila. 

Pengantar pendidikan kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memegang peranan 

yang sangat penting dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pertama, PKn bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara 

Indonesia, serta memperdalam pengetahuan mereka tentang konstitusi dan sistem 

pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. Kedua, pendidikan ini yang memberikan wawasan 

mengenai nilai-nilai dasar Pancasila, yang menjadi landasan negara dan juga ideologi bangsa 

Indonesia. Selain itu, ketiga, PKn yang mendorong mahasiswa untuk memahami dan 

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat mampu 

mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Keempat, ruang lingkup PKn ini juga mencakup pengembangan keterampilan analisis melalui 

kajian filosofis mengenai Pembukaan UUD 1945, yang mana memungkinkan mahasiswa untuk 

mengkritisi dan mengevaluasi dasar-dasar filosofis yang mendasari konstitusi Indonesia. 

Terakhir, PKn juga berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam literasi, 

berpikir kritis, mengemukakan argumen, dan menulis secara akademik. Dengan demikian, PKn 

tidak hanya menjadi materi ajar, tetapi juga sarana penting dalam membentuk generasi muda 

penerus yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Risky dkk., 2024). 

Terdapat beberapa faktor yang mana dapat mendukung upaya peningkatan pendidikan 

kewarganegaraan di perguruan tinggi, antara lain: Pertama, kebijakan pemerintah yang 

mendukung. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, 

pemerintah memiliki peran penting dengan menyediakan kebijakan-kebijakan yang dapat 

memperkuat strategi dan program pengajaran kewarganegaraan yang efektif. Kedua, 

pemanfaatan teknologi yang tepat. Teknologi yang dapat digunakan untuk menciptakan 

pengalaman belajar yang lebih modern dan interaktif, seperti pembelajaran daring atau digital. 

Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka mahasiswa akan mampu memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, keberadaan 

pendidik dan staf pengajar yang lebih berkualitas. Dalam konteks pendidikan 

kewarganegaraan, kualitas dosen dan staf pengajar memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses penyelenggaraannya (Suyono dkk., 2024). 
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Untuk menerapkan model-model pengajaran praktik pada mata kuliah pendidikan 

kewarganegaraan, terutama melalui kajian filosofis pembukaan UUD 1945 di abad 21, maka 

berikut adalah beberapa penugasan yang bisa diberikan kepada mahasiswa guna membangun 

pemikiran kritis dan cerdas serta kreatif: 

a. Penelitian Tindakan Partisipatif 

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian yang melibatkan pengambilan data dan 

informasi lapangan terkait pembelajaran kewarganegaraan. Mereka akan menerapkan 

metode pengajaran praktik yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Perencanaan Pengajaran Praktik 

Mahasiswa yang bertugas merancang dan mengelola pengajaran praktik. Ini termasuk 

membuat jadwal, menyusun suatu materi, serta juga dalam melakukan persiapan dan 

pengaturan lainnya. 

c. Kunjungan Lapangan 

Melalui kunjungan ke berbagai organisasi masyarakat dan lokasi publik, mahasiswa akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung yang merupakan bagian penting dari kegiatan 

secara praktik. 

d. Penyusunan Laporan Kegiatan 

Mahasiswa yang dapat menyusun laporan tentang kegiatan pengajaran praktik yang 

mencakup refleksi atas pengalaman, analisis hasil dan tujuan pembelajaran, serta 

memberikan komentar dan saran untuk perbaikan ke depannya yang nantinya menjadi 

sarana untuk referensi. 

e. Penyelenggaraan Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan 

Mahasiswa dapat mengorganisir pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk 

tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi sosial, dan pihak eksternal, untuk 

mendapatkan masukan dan umpan balik mengenai proses pengajaran, perkembangan 

kurikulum, dan evaluasi keberhasilan. 

Penugasan ini ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang dalam 

pendidikan kewarganegaraan atau yang terlibat dalam program praktik. Melalui berbagai tugas 

ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata dalam pengajaran secara praktik, serta 

mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab 

di masa mendatang. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu 

dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai makna dan 

nilai-nilai kewarganegaraan, terutama dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks dan 

dinamis. Melalui kajian filosofis terhadap pembukaan UUD 1945 dalam konteks Indonesia di 

abad 21, mahasiswa diharapkan dapat memahami dengan lebih mendalam berbagai nilai 

fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan persatuan bangsa, 

yang menjadi fondasi negara ini. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi pendidikan 

kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk mencakup juga perspektif global. Mahasiswa perlu 

disadarkan akan cara-cara Indonesia berinteraksi dengan negara lain serta dampak dari 

globalisasi, sekaligus bagaimana menjaga identitas dan nilai kebangsaannya. Kurikulum 

pendidikan kewarganegaraan harus menekankan pentingnya kerja sama internasional dan 

tanggung jawab sebagai warga negara di tingkat global. Implementasi pendidikan 

kewarganegaraan harus dilakukan efektif, dengan cara menciptakan atmosfer pendidikan yang 

inklusif serta mendorong keaktifan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan politik. Perguruan 

tinggi ini juga dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, diskusi, dan 

aktivitas sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu 

kewarganegaraan yang krusial bagi pembangunan bangsa. Namun, masih ada sejumlah 

perguruan tinggi di Indonesia yang masih belum dalam memprioritaskan pengembangan dan 

pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin 

perguruan tinggi dan pengambil kebijakan pendidikan untuk menyadari urgensi pendidikan 

kewarganegaraan ini, serta berkomitmen pada pembentukan warga negara yang lebih aktif dan 

bertanggung jawab di dalam masyarakat secara luas. Berbagai aspek diperlukan guna 

mewujudkan pendidikan kewarganegaraan yang dapat berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat. 

Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga harus meliputi 

aspek praktis seperti mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial dan politik, 

serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang esensial untuk 

menjadi warga negara yang berpengaruh dan mampu membawa perubahan positif bagi 

masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus diutamakan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan diimplementasikan secara efisien 

agar tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Melalui langkah-langkah ini, pendidikan 

kewarganegaraan dapat menjadi instrumen efektif untuk mencetak generasi muda yang 
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bertanggung jawab, kritis, dan siap menghadapi tantangan secara global maupun yang secara 

lokal. 
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